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ABSTRAK 
 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PELANGGARAN  HUKUM 
DALAM PEMILU KEPALA DAERAH 

(Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum 
Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012). 

 
 

Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2012, 
berlangsung dua putaran dan pada setiap putaran terjadi kampanye hitam terhadap 
calon tertentu. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, Pasal 78 ayat 2 dan 3 
menyebutkan kampanye hitam masuk dalam ranah pidana pemilihan umum. 
Kampanye dilarang menghina seseorang dengan suku, agama, ras, dan 
antargolongan (SARA). Kampanye dilarang menghasut atau mengadu domba 
partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat. Ancaman pidana dan 
dendanya disebutkan dalam Pasal 115-117. Berdasarkan riset yang dilakukan 
Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) menunjukkan bahwa kampanye 
hitam atau black campaign pada Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 sangat 
tinggi. Berdasarkan penelitian kasus tersebut, IMMC mencatat yang kampanye 
bernuansa black campaign sekitar 48%. Jumlah ini lebih tinggi dari isu-isu tentang 
kegiatan pasangan calon. Penelitin tesis ini menelusuri ratio legis kampanye hitam 
(black campaign) dalam Pemilukada di DKI Jakarta tahun 2012 dan akibat 
hukumnya. Dengan metode pendekatan kasus (case approach), dijelaskan ratio 
decidendi atau alasan-alasan di balik perbuatan pelanggaran hukum dalam 
Pemilukada DKI Jakarta pada tahun 2012, dan ditemukan fakta bahwa semuanya 
kasus hanya diproses hingga penyelidikan, belum sampai  pada tahap penyidikan, 
apalagi penuntutan dan persidangan. Berdasarkan keadaan tersebut, mengacu pada 
standar minimal penyelenggaraan Pemilu demokratis sesuai UU Pemilu yang 
berlaku dan yang ditetapkan oleh Institute for Democracy and Electoral 
Assistance (IDEA)  penegakkan hukum Pemilu merupakan implementasi dari 
ketentuan yang belum dilaksanakan.   Penegakkan hukum (law enforcement) 
untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum 
terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh 
subjek hukum tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam pidana pemilukada DKI 
Jakarta tahun 2012. Hal ini mengurangi kualitas pelaksanaan demokrasi karena 
kurang dalam penegakan hukum 
 
Kata kunci: Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kampanye Hitam, dan   
                     Penegakan hukum. 
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ABSTRACT 
 
 

LAW ANALYSIS OF VIOLATION IN REGIONAL CHIEF ELECTION: 
(Black Campaign in Jakarta Governor Election Case Study Year 2012). 

 
 

The Jakarta Governor Election in 2012 held in two rounds and in each 
round going black campaign candidates. Under Law No. 32 of 2004, Article 78, 
paragraph 2 and 3, black campaigns is classified in criminal elections. The 
campaign is prohibited insulting someone by ethnicity, religion, race and 
intergroup (SARA). The campaign is prohibited inciting or provoking a political 
party, individual or community groups. Black campaign sanctions and penalties 
specified in Articles 115-117. Based on research conducted by Indonesia Media 
Monitoring Center (IMMC) shows that black campaign in Jakarta Election in 
2012 was very high. Based on the case study, IMMC nuanced that black 
campaign  is about 48%. This thesis research is exploring about ratio legis of lack 
campaign in the General Election in Jakarta in 2012 and its legal consequences. 
With case approach methode of research, described ratio decidendi or the 
reasons behind the act a violation of law in the election, and found that all cases 
only be processed up to the first level investigation, has not reached to  
prosecution and trial. Based on the situation, referring to the minimum standard 
of election democratic election law applies appropriate and established by the 
Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Election Law 
enforcement is the implementation of the provisions have not been implemented. 
Enforcement (law enforcement) to implement and apply the law and to take legal 
action against any violation or violations of the law committed by the subject of 
the law is not fully implemented in Jakarta governor election in 2012. This 
reduces the quality of democracy because of lack of law enforcement. 
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